
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nemer 52 Tahun 2016 
tentang Sistem Akun:tansi Pemerin~ Kota Semarang. 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah lstirnewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republiklndonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan sistem 
akuntansi pernerintah daerah berbasis akrual sesuai 
dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Semarang, maka Peraruran Walikota 
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali; 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 
Pcnyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahuo 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
undang Nomor 9 Tahun 20 l 5 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pernerintahan Daerah (Lembarang Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

8. Peraturan Peroerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten­ 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan 
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang dalam 
Wilayab Propinsi Da.erah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 89); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 tentang 
Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Dae rah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Pcraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
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Diundangkan di Semarang 
pada tanggal -r, '._ :; (-·.,. ;;f.\ 

HENDRAR PRLHADI 

Ditetapkan di Semarang 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerint.ahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 

Pasal II 

Ketentuan pada BAB IV - SISTEM AKUNTANSI SKPD dan BAB 
V - SISTEM AKUNTANSI PPKD, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Wali.kota Semarang Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 52), diubah dengan 
perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Walikot.a ini 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALlKOTA NOMOR 52 
TAHUN 2016 TENTANG SISTEM AKUNTANSl PEMERINTAH 
KOTA SEMARANG 

Menctapkan 

MEMUTUSKAN: 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 5 Tahun 2013 tcntang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota 
Semarang tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah 
(Lcmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 
Tambahan Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

17. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Dacrah Kota 
Semarang Tahun 2016 Nomor 52) 

Pasal I 


